
 

 
 

 
 

 
BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 87 TAHUN 2022 

TENTANG 

 
PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan 

Data dan Informasi; 
   
Mengingat 

  

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2757); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400); 

 

  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
 

  9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 
 

  10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 
 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307); 
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  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 303); 

 
 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DATA DAN 

INFORMASI. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

 

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya 
disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sukoharjo. 
 

6. Data   adalah   catatan   atas   kumpulan   fakta   atau 
deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, 
tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang 

merepresentasikan keadaan sebenarnya atau 
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 

 

7. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan 

Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

8. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 
menggunakan Data. 

 

9. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, 
pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan 

oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. 
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10. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data 

yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat 
dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan 

digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan 
komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, 

penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data. 
 

11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk 
dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling 
berinteraksi. 

 

12. Application Programming Interface (API) adalah sebuah 

teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau 
data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak. 

 

13. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem 

penghubung layanan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran 
Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. 

 

14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun nonelektronik.  
 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan Penggunaan Data dan Informasi. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 
a. menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, 

terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan daerah; dan 

b. menjamin kualitas Informasi yang akurat, efektif, 
efisien, dan tepat waktu. 

 
 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. bagi pakai Data; dan 
b. penggunaan Informasi. 
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BAB IV 

BAGI PAKAI DATA 
 

Pasal 5 
 

(1) Bagi pakai Data mengutamakan Data yang tersimpan di 
Pusat Data Nasional. 

 

(2) Produsen Data tingkat Daerah menyediakan API di 
Pusat Data Nasional. 

 

(3) Standar Interoperabilitas Data berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

(4) Dinas Kominfo menyediakan sistem penghubung 
layanan untuk keperluan bagi pakai Data. 

 

(5) Dinas Kominfo dan Pengguna Data menjamin keamanan 
Data dari akses yang tidak sesuai dengan ketentuan 
tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan 

terkait pengelolaan Data. 
 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak akses bagi pakai 
Data diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang 
ditetapkan oleh Dinas Kominfo. 

 
 

BAB V 
PENGGUNAAN INFORMASI 

 

Pasal 6 
 

(1) Informasi yang digunakan bersumber dari Data yang 
telah diolah oleh Produsen Data. 

 

(2) Produsen Data dan Walidata bertanggung jawab 

terhadap Informasi. 
 

(3) Informasi digunakan untuk menggambarkan hasil 

pelaksanaan tugas dan fungsi dari Produsen Data. 
 

(4) Informasi dipublikasikan sesuai ketentuan perundang-
undangan. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

 
 

 
       Ditetapkan di Sukoharjo 
       pada tanggal 30 Desember 2022 

 
       BUPATI SUKOHARJO, 

 
 

ttd. 
 
 

       ETIK SURYANI 
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 30 Desember 2022 

 
 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
ttd. 

  
             WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2022 NOMOR 87 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

TEGUH PRAMONO,SH,MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19710429 199803 1 003 
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